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BUPATI MUSI RAWAS 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS 

NOMOR 40 TAHUN 2023 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUSI RAWAS, 
 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 

Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 

Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, 

dalam Lingkungan Daerah tingkat I Sumatera Selatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 



 2 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6827); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 

5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6177); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6847); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6244); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan 

Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta 
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung 

Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6542); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 
 

20. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 

21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
 

22. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 215); 
 

23. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang 
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 29); 
 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 754); 
 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, 

Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran 
Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan dari 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1609), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

158/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang 

Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan 
Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan 
Penerima Penghasilan dari Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1419); 
 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1067); 
 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, 

Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran 
Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 218), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
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Keuangan Nomor 8/PMK.07/2022 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, 

Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Iuran 
Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 177); 
 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 
 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi 
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi 
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1148), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi 
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 1334); 
 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 431); 
 

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer 
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam 

Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
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dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer 
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam 
Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691); 
 

 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1282); 
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

218/PMK.02/2021 tentang Dana Operasional Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 1516); 
 

34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
219/PMK.02/2021 tentang Dana Operasional Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2022 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
1517); 
 

35. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk 
Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 

Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional 
Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaran 

Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 73); 
 

36. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan 
Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1127); 
 

37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi 
Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1460); 
 

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 494); 
 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 

2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 972); 
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40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar, 
Lebih Bayar, dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada 

Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 813); 
 

41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
151/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Keluaran 

Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1106); 
 

42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 1277); 
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal 

Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif 
Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1278); 
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
1295), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
759); 
 

45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi 
Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 1319); 
46. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

208/PMK.07/2022 Pengelolaan Insentif Fiskal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1331); 
 

47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2023 

tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 78); 
48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 

tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar 
Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 714); 
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan 

Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 715); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-
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2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2010 Nomor 7); 
 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran 
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 
10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten 
Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1); 
 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas 

Tahun 2021 Nomor 7); 
 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 
2021 Nomor 10); 
 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi 

Rawas Tahun 2022 Nomor 6); 
 

55. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2022 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 
2022 Nomor 10); 

56. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2022 
tentang Standar Akutansi Pemerintah Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 Nomor 

11); 
 

57. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 12 Tahun 2022 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022 
Nomor 12); 
 

58. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 54 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi 
Rawas Tahun 2022 Nomor 54), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Musi 
Rawas Tahun 2023 Nomor 13); 
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MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 
2023. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Musi Rawas. 
 

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 
 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 
disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas. 
 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 
adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang 

menjadi kewenangan Daerah. 
 

BAB II 
PENJABARAN PERUBAHAN APBD  

 
Pasal 2 

 

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar 
Rp1.471.438.980.282,00 bertambah sebesar 
Rp585.250.033.555,00 sehingga menjadi 

Rp2.056.689.013.837,00 dengan rincian sebagai 
berikut: 
 

1. Pendapatan Daerah  

a. semula Rp1.461.438.980.282,00 

b. bertambah 
 

Rp502.737.947.288,00 

jumlah pendapatan 

daerah setelah 
perubahan 

Rp1.964.176.927.570,00 

2. Belanja Daerah  

a. semula Rp1.471.438.980.282,00 

b. bertambah Rp585.250.033.555,00 

jumlah belanja daerah 
setelah perubahan 

Rp2.056.689.013.837,00 

3. Pembiayaan Daerah  
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a. penerimaan 

pembiayaan 
 

1) semula Rp10.000.000.000,00 

2) bertambah Rp82.512.086.267,00 

jumlah penerimaan 

pembiayaan setelah 
perubahan 

Rp92.512.086.267,00 

 

b. Pengeluaran 
Pembiayaan 

 

1) semula Rp.0,00 

2)bertambah/berkurang Rp.0,00 

jumlah pengeluaran 
pembiayaan setelah 
perubahan 

Rp.0,00 

jumlah pembiayaan neto 
setelah perubahan 

Rp92.512.086.267,00 

sisa lebih pembiayaan 
anggaran setelah perubahan 

Rp.0,00 

 
Pasal 3 

 

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini terdiri dari:  

1. Lampiran I  Ringkasan Penjabaran Perubahan 
APBD yang Diklasifikasi Menurut 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian 

Objek, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan;  

2. Lampiran II  Penjabaran Perubahan APBD Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, 
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan;  

3. Lampiran III  Daftar Nama Penerima, Alamat dan 

Besaran alokasi Hibah berupa uang 
yang diterima serta skpd pemberi 

bantuan hibah;  

4. Lampiran IV  Daftar Nama calon Penerima, Alamat 
dan Besaran alokasi Bantuan Sosial 

berupa uang yang diterima serta skpd 

pemberi bantuan sosial ; 

5. Lampiran V  Daftar nama calon penerima dan 
besaran bantuan keuangan bersifat 

umum yang diterima serta skpd 

pemberi bantuan keuangan;  

6.Lampiran VI Daftar nama calon penerima, Alamat 

dan besaran perubahan alokasi 
belanja bagi hasil pajak daerah 
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kepada pemerintah desa;  

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur 
Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 
Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 

Provinsi/ Kabupaten /Kota pada 
Daerah Perbatasan Dalam Peraturan 

Daerah tentang APBD dan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD dengan Program Prioritas 

Perbatasan Negara. 

 

Pasal 4 
 

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang 

ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih 
lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 

kerja PD sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-Undangan. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi 
Rawas. 

 
Ditetapkan di Muara Beliti  

pada tanggal, 29 September 2023 
 

BUPATI MUSI RAWAS, 

 
 

 
  RATNA MACHMUD 

 
Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 29 September 2023 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
     KABUPATEN MUSI RAWAS,  

  
 
 

            AIDIL RUSMAN 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2023 NOMOR 40 


